MARKAS BESAR

Mengingat

| TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGER! P’ A
- PADA POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERA
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN!ATA,U :

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLI@IAN NEGARA REPUEL@IR_ JN'DQNES_i_A}. e o

Nomor KepJ 6’94 VN :“

. ;fentang

ADA PbLal'YANG BERTUGAS -

1 HUKUMNYA TERDAPAT

. _'anan%g R
: - Kepolisian Negara Repubhk Indones:a omor 16 Tahun 2015 tentang perubahan atas -

pubhk Indonesia. Nomor 5 Tahun 2013 tentang o

‘Peraturan Kepala Kepollsmn Negara R Ciaf
li Negara Republik. Indonesia yang Menerima

~ Kriteria Pegawat Neger pada Kepolisi

. 'ILAYAH PERBATASAN
KEPALA KE!?:’OLIISIA'N MIEGARA REPU BLIK iNDb_NESIA_
. il ; Il - el fom 1an e e

-,

i :
bahwa dalarn rangka meléksanakan

2l
LR

_iewtuan Pasdl 4 ayat (4). Peraturan Kepala-;. :

Tunjangan .. Khusus pada Wllayah plau Pulau Ketnl Terluar dan/atau Wllayah" |
Perbatasan; . b ,,_

bahwa dengan adanya perkembangan orgamsam Kepolisian Negara Repubhk :
Indonesia yang meliputi pemekaran w:layah pembahan nomenklatur dan sebab- sebab
lain yang dapat dlpenanggung}awabkan sesua| peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 di atas dlpandang per[u-_ :

menetapkan keputusan

-Undang—Undéng Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Orgamsasa dan Tata Keqa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wiayah
Pulau-Pulau Kecil Teriuar «dan/atau. Wlayah Perbatasan ‘bagi Pegawai Negen pada

- Kepolisian Negara Repubhk Indone§|a| yang: Bertugqs secara: Penuh pada Wllayah
Pulau-Pulau Kecil Terluar dan!atau Wllayah Perbatasan U o

: 4 ﬁeraidfan 3




mraq Muzozg =
TANGGAL: u gVLL 2022

4.'5;-'-Peraturan K isian - Negara ; Republik . Indori Nomcr _._5_-_-__T_al_1un___-20_13
ol ?-__tentang Kntena 'eg%waa geri : pag polisian. [N epublik o bt
Menenma T Bt
diubah | dengan peraturan ‘Kepala "'

‘Nomor. 1 ‘Tahﬂn 2015 teritang perubahan .

2013! h [Kriter 'a" pegawal Negen pada S
sia Yang ma' - ! e

; 'IF’uIau Kecﬂ Te

7. Keputusan K,__"
. i 'tanggal 28' Apri
- Republik Indo‘__t?‘SIa Nomo

-, Polsek/Palsu
: '.danlatau.Wf;a

, q HU
' KEC[L TERLUAR DAN/ATAU WIU-\YAH PERBATASAN |4

j AP pembenan tunjangan ‘khusus bagi pegawaa negen pada Poin yang bertugas pada . .
' Po[sekaoIsubsektor yang . daerah- hukumnya terdapat pu!au-pu!au ‘kecil terluar L
danlatau mlayah perbatasan

2 . kntena pegawa| negeri pada Poln yang menenmahtun;angan khusus pada w;[ayah
o puiau pulau kecil terluar danlatau wnlayah perbatasgn meliputi:” -
v g al - ditugaskan segara ‘penuh untuk- melaksanakan atau mendukung tugas Polri
<R pada Polsek!PolsubseklOr pada wxlayah pulau pulau kecﬂ terluar dan!atau
wﬂayah perbatasan, | i

R b tidak ...




3ada Yih

Dlstnbu3| A B, dan G Mabes Poln

¢ tidak sedangmen;ﬁ

'nama-nama PolsekiPoIsu;,
- Terluar danlatau W‘Iayah |

. keputusan. m] _bed_gku s_e]_ |

t|dak sedang'.dalam

d. . 'tldak sedang men]b

dengan : dltetapkannya _:ff

seputusan, 1INl hamas
Kep/1234/VIll/2018 tang hal 21 Agustus| 2 ,
Wilayah': Pulau-Pulau -Kecil Teriuar \

dmyatakan t1dak berlaku i

,4

KEPUTUSAN KAEOLR




KEPOLISiAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

‘Menimbang

' Mengingat

»

»

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kepl j[9 /12022

Tentang

POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 fentang
Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu dilakukan pemetaan terhadap
Palsek/Polsubsektor yang daerah hukumnya terdapat pulau-pulau kecil terluar
dan/atau wilayah perbatasan;

bahwa dengan adanya perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia khususnya pada Polsek/Polsubsektor berdampak adanya perubahan
nomenklatur dan daerah hukum pada wllayah pulau-pulau keeil terluar dan/atau
wilayah perbatasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan keputusan.

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Presiden Nomor § Tahun 2017 tentang Perubahan atas Petaturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tatg Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan
Pulau-Pulau Kecil Terluar;

6. Peraturan .....




-

Peraturan Kepolisian Negara Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 fentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan
Kepolisian Sektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : KERUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
- 'POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT PULAU-PULAU
| KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN,

1.

Kepada Yth.:
Para Kapolda.
Tembusan:
Distribusi A, B dan C Mabes Polri,

Polsek/Polsubsektor yang daerah hukumnya terdapat pulau-pulau kecil teruar
dan/atau wilayah perbatasan sebagaimana yang tercantum dalam lampican
keputusan ini;

Halhal yang berkenaan Polsek/Polsubsekior yang daerah hukumnya terdapat
pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan akan ditetapkan dengan
keputusan tersendiri;

apabiia di kemudian hari terdapat pengembangan atau pembentukan
Polsek/Polsubsektor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini akan
dilakukan perubahan;

keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di; Jakarta

Januari 2022

g2 '. RRARA REPUBLIK INDONESIA




" KEPOLISIAN

- MARKAS BESAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A, POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG MEMILIK| PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

POLSEK/POLSUBSEKTOR YANG DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

'NO| POLDA POLRES PULAU POLSEK POLSUBSEKTOR
i 2 3 4 5 6
_ RONDO | SUKA KARYA -
e ] S WEH | SUKA JAYA .
| S SIMEULUE
s siEuLue | SMEULUECUT | eyeny d
{ 1. | ACEH | SALAUTBESAR | ALAFAN
] RUSA | LHOONG
ACEMBESAR I'BENGGALA [ PULO ACER -
ACEHJAYA | RAYA SAMPOINIET .
NIAS PULAU-PULAU
|| SELATAN | SIMUK BATU :
12, |sumuT | NIAS WUNGA LAHEWA -
SERDANG | orryys, TANJUNG
BEDAGAI BERHALA BERINGIN
| SIBARUBARU ' p
|3 |sumear | CERLLIUAN  TpagalUTars | SIKAKAP ;
(| j P | SINYAUNYAU SIBERUT :
| - | RUPAT _ -
| RUPAT RUPATUTARA |-
BENGKALIS — BANTAN Q
- BENGKALIS —— -
la . SEE BENGKALIS i
4. |RIAU . . -
KEPULAUAN RANGBANG -
AT RANGSANG RANGSANG ;
| BARAT
ROKANHILIR | BATUMANDI | PANIPAHAN -
| | PUTRI NONGSA .
. T _ -
BARELANG | CATUBERANTAL | \isnG
PELAMPONG PADANG -
. - NIPA .
| 5. | KEPRI TOKONG HIU o
KARIMUN KECIL __| TEBING PONGKAR
KARIMUN ANAK __ _. £
BINTAN | SENTUT BINTANTIMUR | KELONG
& BERAKIT BINTANUTARA |-

MALANG .....




| NO

POLRES

PULAU

POLSEK

4

5

MALANG
BERDAUN

BINTAN

SENUA

BUNGURAN TIMUR

TOKONG BORO

BUNGURAN

| KEPULAUAN

MANGKAI

JEMAJA

. BARAT )
SEMIUN «

| NATUNA SEBETUL | PULAU LAUT -

| ' SEKATUNG -
SUBI KECIL SuBI
e SERASAN -
DAMAR

TOKONG

: TOKONG MALANG )
7' BIRU SIANTAN
| _TOKONG NANAS X
| menenn gy | BENGKULU | ENGGANO - "
6. | BENGKULU | uTaRA VEGA ENGGANO
e LAMPUNG | : : .
|7 [LAMPUNG | o\on BATU KECIL | BENGKUNAT .
I | DELI CIKEUSIK
1s |pA | i ane | KARANG |
8. | BANTEN | PANDEGLANG PABAYANG - .
GUHAKOLAK : 2

{ JABAR

TASIKMALAYA

NUSAMANUK

[CIKALONG

BATUKOLOTOK

CIPATUJAH

T

JATENG

CILACAP

NUSAKAMBANGAN

NUSAKAMBANGAN |

o

JATIM

JEMBER

| BARUNG

PUGER

TRENGGALEK

SEKEL

| PANEHAN

WATULIMO

112,

KALTARA

NUNUKAN

SEBATIK

SEBATIK BARAT

| SEBATIK

TENGAH

SETABU

BAMBANGAN .....




POLOA

POLRES

PULAU

| POLSUBSEKTOR |

6

'BAMBANGAN

KARANG

SEBATIK TIMUR

SEBATIK

UNARANG #
13, | KALTIM BERAU MARATUA mesrioair -
SAMBIT BIDUK-BIDUK .

14.

SULUT

| SITARO

MAKALEHI

‘| SIAU BARAT

MAKALEHI |

SANGIHE

KAWALUSO

| KENDAHE

| KawaLUSO

| KAWIO

[ MARORE

MARORE

| KAWIO

_ [ MATUTUANG

BATUBAWAIKANG

TABUKAN UTARA

TALAUD

MIANGAS

MIANGAS

MARAMPIT

| KAKOROTAN

INTATA

~| NANUSA -

MARAMPIT

| KAKOROTAN

KABARUAN

KABARUAN

.

BOLAANG

| MONGONDOW
| UTARA

BONGKIL

PINOGALUMAN

MANADO

MANTERAWU

 WORI

f 15,

SULTENG

TOLI TOLI

DOLANGAN

TOL! TOLI UTARA

LINGAYAN DAMPALUTARA |-
SALANDO -

DAKO PAMEAN

BALI

| KLUNGKUNG

NUSA PENIDA

NUSA PENIDA

| SAMPALAN

i1 17.

NTB

| LomBOK

BARAT

SOPHIALOUISA

SEKOTONG

18.

NTT

ALOR

ALOR

ALOR TIMUR

PEITOKO

[LANTOKA |

ALOR .....



[No

POLRES

PULAU

POLSEK

 POLSUBSEKTOR

3

4

| ENU

| BATU GOYANG

| KARANG

JEROL

MEROR

| TUAL

NUHUYUT

KEI BESAR

KEI BESAR UTARA

TIMUR

KEI BESAR
SELATAN

| MALUKU
UTARA

HALMAHERA
TENGAH

JIEW

PATANI

'PATANI UTARA

1.

'PAPUA

SARMI

LIKI

SARMIKOTA

PULAULIKI |

| SUPIORI

BRAS

FANILDO

BEFONDI

4 SUPIORI UTARA

| PULAU MAPIA

[ PULAU

MERAUKE

KOMOLOM

KOLEPOM

KIMAAM

| MEQSBEFONDI

PULAU
_KOMOLOM

HABE OKABA “
ASMAT LAAG SAWAERMA "

MIMIKA

PURIRI

MIMIKA TMUR

PAPUA
BARAT

'RAJA AMPAT

MIOSSU

BUDD

FANI

WAIGEQ UTARA

B. POLSEK .....




NO| POLDA | POLRES PULAU POLSEK | POLSUBSEKTOR | KET
1 2 3 4 5 ' & | || 7
ALOR SELATAN | PADANG ALANG |
" ALORBARAT |, iorer
'ROTE BARAT
ROTE TIMUR -
PANTAI BARU .
ROTE NDAO ROTETENGAR -
ROTE BARAT NDAO NUSE
ROTE BARAT. S
LAUT
LOBALAIN SUELAIN
SUMBA TIMUR | MANGGUDU "KARERA  SALURA
| KUPANG BATEK AMFOANG TIMUR | -
SABU TIMUR .
SABURAWUA | SABU HAWU MEHARA |-
| A | SABUBARAT RE
) . | LARAT_ TANIMBAR UTARA |
| KEPULAUAN | ASUTUBUN gg&'?‘riﬁﬁ
TANIMBAR e =
SELARU [ p
BATARKUSU 3 -
LIRANG B -
WETAR WETAR -
MALUKU MEATIMIARANG | MDONAHIERA | -
|49, | MALUKU | BARATDAYA [KISAR KISAR
! LET] | SERWARU -
MASELA | BABAR TIMUR
KULTUBAIUTARA | MARLASI ,
KULTUBAI
KEPULAUAN | SELATAN LONGGAR
ARU PANAMBULAI BENJINA
ARARKULA 0
KARAWEIRA 'KOIJABI

.....




B. POLSEK?P_QL&UBSEKTOR PADA WILAYAH PERBATASAN

| NO | POLDA |  POLRES POLSEK “POLSUBSEKTOR | KET
< e — T : =
| PALOH | TEMAJUK
S SAJINGAN BESAR |-
. ENTIKONG ENTIKONG
g [ SEKAYAM T SEGUMUN
SINTANG KETUNGAUHULU | JASA _
PUTUSSIBAUUTARA |-
| | PUTUSSIBAU SELATAN |~
|1 [EMBAR - [ BADAU BADAU
KAPUASHULU | EMBALOH HULU .
EMPANANG 1-
| BATANG LUPAR
| PURING KENCANA p
o JAGO! BABANG .
BENGKAYANG o -
- ) LONG AMPUNG
MALINAU RN Ll "KAYAN HILIR
E | PUJUNGAN EAHA!.‘__I_HULU :
NUNUKAN | SETMENGGARIS
| S "SEBUKU I
1 2. | KALTARA ' LUMBIS 1 -
| NUNUKAN KRAYAN :
KRAYAN SELATAN .
[KAWASAN
PELABUHAN TUNON |-
| | TAKA
3. |KALTIM | KUTAIBARAT | LONGAPARI .
_: INSANA UTARA “WINI
TIMORTENGAH | JOMAFFO BARAT ﬁilﬁilﬁ
UTARA 1o
| MIOMAFFOTIMUR | MANAMAS
a4 INTT HAUMENIANA
! ' p AMFOANG OEPOLI
S i [ TIMUR / OEPOLI "
e TASIFETO TIMUR FATUBESI

TASIFETO BARAT | -

RAIHAT .....




POLRES ~ |

POLSEK

— POLSUBSEKTOR

3

4

5

RAIHAT

ASUMANU

LAMAKNEN

LAKMARAS

KAEN

[ VALAKA

 KOBALIMA

PAPUA

| PEGUNUNGAN
| BINTANG

OKSIBIL

[ BATOM

KIWIROK

OKSAMOL

{ IWUR

BOVEN DIGOEL

WAROPKO

 NINATI

MINDIPTANA

SESNUK

MERAUKE

MUTING

| ULILIN

| ONGGAYA

SOTA

SOTA

ERAMBU

| KEEROM

 WARIS

WARIS

1 ARSO TIMUR

| WEB

YABANDA

JAYAPURA KOTA

MUARA TAMI

skow_

Ditetapkan di: Jakarta

Januari

2022

@ERA REPUBLIK INDONESIA _

SRR -



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MARKAS BESAR
) 3 "! P " ."..‘\
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/$57 1v/2022 '

tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR; KEP/119/1/2022 TANGGAL 24 JANUARI 2022 TENTANG POLSEK/POLSUBSEKTOR
'YANG-DAERAH HUKUMNYA TERDAPAT PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU

WILAYAH PERBATASAN

Menimbang

Mengingat

. hahwa dalam rangka melakukan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

perubahan atas sebagian sl Keputusan Kepala
Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor: Kep/119//2022  tentang

- Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kegil Terluar

dan/atau Wilayah Perbatasan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia; - - & -

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; _

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan -
Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian:
Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor _14_Taf1un 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 teritang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian
Sektor; '

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017
tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomoar: Kep/119/1/2022
tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek}Polsubseigitor yang Da_erah Hukumnya
Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan; j

Memperhatikan .....



KEPUTUSAN KAPOLR
NOMOR ™ :KEPI<t7 /Vi2022
TANGGAL: 2§ APRIL 2022

'Mempematikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/1/2022

tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya
Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atay Wilayah Perbatasan.

2. perfimbangan dan saran staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
_ PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

1. mengubah atas sebagian isi lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia  Nomor: - Kep/119/1/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang

Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar
dan/atau Wilayah Perbatasan, sebagai berikut:

8. penambahan Polsek wilayah perbatasan pada Polda Kalimantan Barat yaitu
Polsek Ketungau Tengah Polres Sintang;

b.  penghapusan Polsubsektor pada Polda NTT yaitu Polsubsektor Oepoli Polsek
Amfoang Timur Polres Kupang;

C. perubahan daerah hukum pada Polda Maluku yaitu semula pulau Karaweira
berada di daerah hukum Polsubsekior Koijabi menjadi berada di daerah hukum
Polsek Aru Tengah Timur Polres Kepulauan Aru;

d. penambahan daerah hukum pada Polda Sulut yaitu semula pulau Kawaluso
' berada di daerah hukum Polsubsektor Kawaluso Juga berada di daerah hukum
Polsubsektor Lipang Polsek Kendahe Polres Sangihe.

2. hal-hal yang berkenaan Polsek/Polsubsekior yang daerah hukumnya terdapat pulau-
pulau kecil teriuar dan/atau wilayah perbatasan akan ditetapkan dengan keputusan
tersendiri;

3 dengan_dilelapkannya keputusan in, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor: Kep/119//2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang

Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya _Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar
dan/atau Wilayah Perbatasan telah diadakan perubahan.

4 keputusan .....



_NGGAL .?.3 APRiL 2022

4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

D:tetapkan d[ Jakarta

'Kepaeda Yth.:
Distribusi A, B dan C Mabes Polri.

i 'ERAL POLISI




